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KPK Makin Sering Gelar OTT

Komisi Il Buktr Komitmen Berantas Penlaku Korups

SENAYAN mendukung langkah
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang terus melakukan
operasi langkap tangan (OTT)
terhadap sejumlah pejabat negara,
mnlad darf hakim, petugas pajak,
hingaa pejabat Bea dan Cukal

Anpgota Komis IDPRINyo-
mian Parta mengatakan, lembaga
pencgak hukum itu sebelumnya
telah melakukan upaya pencegal-
an, sostalisesi penyelengggaraan
negard yang bebas konupsi. Na-
mun perilaku korupsi para pejabat
semakin menfadi-fadi,” wjarmya

Diketabut, KPK melakukan dua
OTT pada Rabu (4/212026). Per-
tama, menyasar Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Banjarmasin, Kali-
mantan Selatan. Kedua, di Dirck-
torat Jenderal (Ditjen) Bea dan
Cukai, Kementerian Keuangan,
Jakarta. Sebelurnnya, KPK juga
melakukan OTT lerhadap sejum-
lih pejabal di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara
pada 8-10 Januart 2026.

Parta melanjutkan, tindakan
penindakan melalui OTT ter-
hadap pejabet negara yang ber-

perilaku korup perlu dilakukan.
Tujuannya agar ada clek jera
bagd yang melanggar, " Selanjut-
nya harus dilakukan juga upaya
pemiskinan lerhadap pelaky,’
desak politikus PDIP ini;
Anggola Komisi 1[I DPR
Abdullah menambahkan, OTT
KPK menjadi buktt komitmen

memberantas praktk korupsi

Khususnya di seklor perpajakan g
yang sclama ini dikenal rawan | 8

penyimpangan. *Ini menunjuk-
an pengawasan dan penegakan
hukum tetap berjalan,” jelasnya.

Menurut Abdullah, prakiik ko-
rupsi di scktor pajak masih teros
berulang meskipun sejumlah ok-
numsebelumnya telah ditanghap
dan dijatubi hukuman penjara.
Tetapi tetap safa ada oknum yang
menyalahgunakan kewenangan.
Tt samgat memprihiatinken, apa-
lagi mercka sudah mendapatkan
Fasilitas dan gaji yang tinggi dart
negara, " kala politikus PKB ini.

Selain itu, ia menyoroti KPK
yarg juga melakokan OTT terha-
(ap pegawai Bea Cukai i Jokarta
dan Lampung terkail dugaan
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Korupsi importast, Sektor pajak
dan beg cukai merupakan doa
bidang strategs dan lahan basah
vang sangat rawan prakiik ko-
rupsi karena berkaitan langsung
engan penerimgan negara.
Untuk itu, Abdullah mendorong
KPK tidak hanya [okus pada
operasi penindakan, tetapt juga
memperkual langkah-langkah
pencegahan agar celah korupsi
dhpat ditutup sejak awal. Pence-
gahian penting dilakokan agar idek
ada ruang bagi prak ik korupst.

"Namun, jika masih ada yang
nckat melakukan korupsi, maka
harus ditangkap dan dijatuhi
hukurman yang beral agar menin-
bulkan efek jera," egas lepislator
darf daerah pemilihan (dapil)
Jawa Tengah (Jateng) VI itu

Sernentara, anggota Komisi X1
DPR Thorig Majiddanor menilai
maraknya OTT KPK di sek-
lor perpajakan dan kepabeanan
menunjukkan mafia masih men-
gikar kuat dan belum tersenuh
seeard tuntas oleh reformasi
sistem. Godaan uang haram yang
sangal besar membuat oknum-ok-
numn ini berani mengambil ristko.

Menurut Jiddan, persoalan
berulangnya korupsi di sektor
pajak tidak bisa dilepaskan
dari lemahnya efek jera dalam
penegakan hukum. “Penegakan
hukum kita belum cukop keras
dlan belum benar-benar menim-
bulkin efek jera,” andasnya.

Jiddan menegaskan, selama
celah-celah korupsi dalam sistem
perpajakan dan kepabeanan tidak
diberantas secara menyeluruh,
prakik serupa akan terus beru-

lang, Selain i, pegawai pajak
selama ini (clah menerima gaji
din tunjangin vang refatif lingg
Sehingga alesan kesejahteraan
(iczk lapf relevan untuk mem-
benarkan prakiik korupst
“Sebagai gambaran, Kepala
KPP Madya esclon 1T itu bisa
mendapal tunjangan kinerja hing-
gt Rp 81 juta, dihuar g pokok,”
unghap politikus Nasdem ini
Karena itu, Jiddan menilai akar
miasalah korups di sektor pajak
bukan semata soal kesejahteraan,
melinkan integritas dan budaya
birckrasi, Karenaremuncrasi inggi
(ermyata ek olomatis menghapus
mental keruptl bila sistem dan
budaya kerjanya tidak dibenali.
Jiddan menchankan pentingya
pembeniahian menyeluruh, Mulai
dari penguatan sistem pengavas-
an, reformasi budaya organisas],
hingga penegakan hukum yang
(egas dan konsisten. “Tanpa
pembenatian sisten dan budzya
secara serius, kila hanya akan
menyaksikan OTT demi OTT
(anpa pernah menyentuh akar
persoalan,” punghasnya. m TiF
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